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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran kantor pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam proses 

konsolidasi tanah pertanian di Desa Jembatan Kembar adalah sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan konsolidasi tanah, dimulai dari pembentukan tim 

koordinasi, pembentukan tim pelaksana, pembentukan 

perhimpunan peserta serta penetapan lokasi konsolidasi tanah. 

b. Pelaksanaan konsolidasi tanah, dimulai dari pengumpulan data 

fisik dan data yuridis, penyusunan desain konsolidasi tanah, 

pelepasan hak atas tanah, penegasan hak tanah, penerapan desain 

konsolidasi tanah serta penerbitan surat keputusan pemberian hak 

atas tanah beserta sertipikat tanahnya. 

c. Pembangunan hasil konsolidasi tanah, pembangunan jalan tani 

untuk mengangkut hasil pertanian serta memperlancar mobilitas 

alat dan mesin pertanian. 

d. Pengawasan konsolidasi tanah, dilakukan peninjauan lapangan ke 

lokasi konsolidasi tanah setelah program berakhir. 

2. Kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya oleh kantor pertanahan 

Kabupaten Lombok Barat dalam proses konsolidasi tanah pertanian di 

Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar yaitu: 
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a. Ada calon peserta konsolidasi tanah pertanian yang belum sepakat. 

Penyelesaiannya yaitu pendekatan secara langsung dengan 

berkomunikasi dengan efektif, efisien dan berkala.  

b. Keberadaan calon peserta konsolidasi tanah pertanian yang menjadi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan atau berada di luar daerah 

lainnya. Penyelesaiannya yaitu mengirimkan berkas-berkas yang 

dibutuhkan untuk kelengkapan berkas atau penerima kuasa jika sudah 

dikuasakan. 

c. Peserta konsolidasi tanah pertanian berharap ganti rugi atas 

pemotongan tanah serta tanaman yang berdiri. Penyelesaiannya adalah 

memberikan sosialisasi serta manfaat mengenai pembangunan jalan 

tani yang berasal dari pemotongan tanah dan tanaman para peserta. 

d. Pembangunan fisik untuk jalan tani yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat. Penyelesaiannya adalah berkoordinasi 

dengan pemerintah daerah agar proses pembangunan jalan tani segera 

terealisasikan. 

e. Terjadinya perubahan penggunaan tanah pada saat setelah selesai 

program konsolidasi tanah pertanian menjadi non pertanian. 

Penyelesaiannya yaitu memberitahu pemegang hak agar tidak merubah 

penggunaan tanahnya sebelum ada izin perubahan penggunaan tanah 

dari instansi terkait. 
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B. Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah pada tahun-tahun 

berikutnya, diharapkan kepada satuan kerja terkait baik yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung untuk lebih meningkatkan koordinasi 

termasuk masyarakat di lokasi konsolidasi tanah terutama terkait dengan: 

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Konsolidasi Tanah 

b. Tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana dan Tim 

Koordinasi agar lebih dimasimalkan mulai dari perencanaa, 

pelaksanaan, pembangunan hasil hingga pengawasan. 

2. Program konsolidasi tanah adalah merupakan program terpadu antara 

pemerintah dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya harus melibatkan 

semua lintas sektor. Substansi pokok dalam konsolidasi tanah juga sangat 

diperlukan partisipasi masyarakat untuk menyumbangkan sebagian tanah 

miliknya yang selanjutnya akan dipakai untuk pembangunan fasilitas 

umum dan fasilitas sosial. Oleh karena itu perlu sosialisasi konsolidasi 

tanah kepada pemegang hak atastanah atau peserta agar dimengerti dan 

dipahami secara benar tentang proses dan mekanisme pelaksanaan proyek 

konsolidasi tanah tersebut. Oleh karena itu dalam konsolidasi tanah 

diperlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta konsolidasi tanah. 
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